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ABSTRAK 

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 

TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN DI DINAS KELAUTAN 

DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL 

 

RONI SETIAWAN 
1503100131 

 
Program kartu nelayan merupakan program Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Republik indonesia yang bertujuan untuk untuk memberikan 
perlindungan dan pemberdayaan nelayan, peningkatan kesejahteraan serta 
menciptakan efektivitas dan efisiensi program bantuan kepada nelayan agar tepat 
sasaran. Fungsi dari kartu nelayan sebagai identitas profesi nelayan, memberikan 
kemudahan dalam pembinaan nelayan dan memberikan kemudahan pelaksanaan 
program kementerian. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 
memiliki kewenangan penyelenggara program kartu nelayan di tingkat 
kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kartu 
Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif yaitu metode 
yang mencari dan memperoleh informasi secara mendalam kepada narasumber 
yang memiliki banyak informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kelengkapan 
data penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan Impelementasi Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan di 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal sudah mendekati 
hasil yang baik. Dengan adanya tindakan sosialisasi, pendataan dan 
pendistribusian kartu nelayan. Komunikasi yang dijalin Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabuapaten Mandailing Natal sudah baik, namun terdapat kendala 
terhadap sumberdaya yang tersedia dalam mendukung pencetakan kartu nelayan 
dan aspek – aspek yang dapat mempengaruhi kesejahteraan nelayan dan 
pemberdayaan masih belum menyeluruh karena masih nelayan tidak mengetahui 
fungsi dari kartu nelayan. 
 
Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan dan Kartu Nelayan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang sebagian besar 

wilayahnya perairan atau maritim dengan luas 3.257.483 km².Dengan kondisi 

geografis yang strategis dan memilki potensi sumber daya alam yang melimpah 

dari sektor kelautan, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang 

mata pencahariannya sebagai nelayan, khususnya yang bertempat tinggal didaerah 

pesisir. Penduduk yang bekerja sebagai nelayan, memanfaatkan potensi-  potensi 

sumber daya alam kelautan dengan aktifitas menangkap ikan untuk memenuhi 

kebutuhan ekonominya. 

Sesuai dengan amanat Undang – undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 Ayat 3 

mengatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya 

kemakmuran rakyat, oleh sebab itu pemerintah memilki tugas dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya, termasuk kesejahteraan dan 

pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan amanat Undang – undang dasar 

1945, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan program – program 

yang bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat regulasi mengenai program – 
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program terhadap nelayan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan 

terhadap nelayan. 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 tentang 

kartu nelayan adalah peraturan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan 

bertujuan dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, 

peningkatan kesejahteraan, menciptakan efektivitas dan efisiensi program bantuan 

kepada nelayan agar tepat sasaran. Peraturan menteri kelautan dan perikanan ini 

agar dapat memaksimalkan identifikasi terhadap para nelayan. 

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 

tentang kartu nelayan dituliskan bahwa fungsi kartu nelayan adalah sebagai 

identitas profesi nelayan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan 

pemberdayaan nelayan; memberikan kemudahan dalam pembinaan nelayan; dan 

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program kementerian.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang kartu 

nelayan, pemerintah daerah memilki kewenangan untuk meyelenggarakan kartu 

nelayan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam perlindungan dan 

pemberdayaan nelayan. Penyelenggara kartu nelayan terdiri atas Direktorat 

Jenderal, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/kota. 

Sasaran dari regulasi yang diselenggarakan oleh Menteri Kelautan dan 

Perikanan terdiri dari nelayan – nelayan  yang berada di daerah - daerah yang 

belum memiliki identitas sebagai nelayan. Pentingnya regulasi ini bagi nelayan 

adalah sebagai identitas dalam memudahkan mendisitribusikan program – 
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program bantuan pemerintah terhadap nelayan agar tepat sasaran, perlindungan 

dan pemberdayaan nelayan. 

Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu Kabupaten yang berada di 

Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari kondisi geografis, Kabupaten Mandailing 

Natal memilki wilayah yang berbatasan dengan lautan. Kondisi ini memberikan 

sumber kehidupan bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan 

kondisi mata pencaharian di Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat yang 

bekerja sebagai nelayan berada di Kecamatan Muara Batang Gadis sebanyak  

1.432 orang, Kecamatan Natal sebanyak 1020 orang dan Kecamatan Batahan 

sebanyak 882 orang. Sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Jumlah Nelayan di Kabupaten Mandailing Natal 

Kecamatan  Nelayan 

1.   Batahan 882 

2.   Sinunukan 0 

3.   Batang Natal 0 

4.   Lingga Bayu 0 

5.   Ranto Baek 0 

6.   Kota Nopan 0 

7.   Ulu Pungkut 0 

8.   Tambangan 0 

9.   Lembah Sorik Marapi 0 

10. Puncak Sorik Marapi 0 
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Sumber : BPS Kabupaten Mandailing Natal 

Nelayan memberikan kontribusi tersendiri yang besar bagi daerahnya melalui 

sektor perikanan terhadap Pendapatan Domestik Bruto daerah. Data dari Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, tiga lapangan usaha yang memberi 

peran terhadap PDRB Mandailing Natal pada tahun 2017 yaitu: pertanian, 

kehutanan dan perikanan sebesar 44,04 persen, perdagangan besar dan eceran dan 

reperasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,98 persen serta konstruksi sebesar 

12,91 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi 

rumah tangga (PKRT) memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 63,54 persen, 

11. Muara Sipongi 0 

12. Pakantan 0 

13. Panyabungan  0 

14. Panyabungan Selatan 0 

15. Panyabungan Barat 0 

16. Panyabungan Utara 0 

17. Panyabungan Timur 0 

18. Huta Bargot 0 

19. N a t a l 1 020 

20. Muara Batang Gadis 1 432 

21. S i a b u 0 

22. Bukit Malintang 0 

23. Naga Juang 0 

Mandailing Natal 2013 3 334 

2012 1 835 

2011 2 361 
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menyusul komponen impor barang dan jasa sebesar 38,82 persen dan komponen 

ekspor barang dan jasa sebesar 30,09 persen.  

Besarnya peran sektor perikanan terhadap PDRB Mandailing Natal, tidak 

memperlihatkan penghasilan yang pasti terhadap pendapatan nelayan. Sehingga 

kesejahteraan nelayan dari tidak tetapnya penghasilan yang didapatkan , maka 

dipastikan belum terdapatnya usaha pemberdayaan dan perlindungan yang 

diberikan terhadap nelayan. Dengan kondisi kesulitan yang di hadapi nelayan, 

pemerintah memberikan dan dukungan usaha pemberdayaan nelayan agar mampu 

menunjang kebutuhannya. 

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 

melaksanakan kewenangan yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan tentang kartu nelayan. Kewenangan yang dilakukan 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal adalah dalam hal 

sosialisasi fungsi kartu nelayan, identifikasi dan pendataan kebutuhan kartu 

nelayan, verifikasi dan penetapan kartu nelayan, memasukkan data identitas 

nelayan, melaksanakan pencetakan kartu nelayan, distribusi kartu 

nelayan,mengelola data base kartu nelayan. 

Dari uraian diatas dapat dilihat banyaknya jumlah nelayan di Kabupaten 

Mandailing Natal  dan  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing 

menjadi penyelenggara kartu nelayan. hal ini menarik  perhatian penulis untuk 

memilih judul Implementasi Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 16 
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tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan 

Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan Di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan di 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Meningkat wawasan penulis mengenai Implementasi Program Kartu 

Nelayan  

2. Memberikan solusi terhadap masalah dan hambatan pada Implementasi 

program kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal 

3. Menambah wawasan penulis dibidang Administrasi Publik melalui 

penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memeberikan kontribusi 

pemikiran bagi pengembangan Administrasi Publik. 
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1.5 SISTEMATKA PENULISAN 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang memberikan 

landasan bagi penelitian dalam menguraikan Pengertian 

Implementasi, Pegertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan 

Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian 

Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Kartu Nelayan, 

Pengertian Pemberdayaan. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan 

Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi 

Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian, 

Tinjauan Ringkas Objek Penelitian, Visi dan Misi Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 
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 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari data penelitian yang diperoleh dari 

lapangan yang di analisis sehingga penelitian ini dapat 

memberikan hasil pembahasan yang diberikan interpretasi 

atas permasalah yang diteliti 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan 

pada penelitian 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Implementasi 

2.1.1 Pengertian Implementasi 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan 

tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang –undang. 

implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang – 

undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama – 

sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan – tujuan 

kebijakan atau program – program. 

Menurut Ripley dan Franklin (1982 : 4 ) berbendapat bahwa implementasi 

adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan 

otoritas program, kebijakan, keuntungan ( benefit ), atau suatu jenis keluaran yang 

nyata ( tangible output ).  

Menurut Grindle (1980 : 6 ) implementasi adalah membentuk suatu kaitan ( 

linkage ) yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai 

dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tugas implementasi mencakup 

terbentuknya “ a policy delivery system” dimana sarana – sarana tertentu 

dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan – tujuan yang 

diinginkan. 
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Menurut Purwanto ( 2012 : 12 ) implementasi adalah mendistribusikan 

keluaran kebijakan ( to delivery policy output ) yang dilakukan oleh para 

implementor kepada kelompok sasaran  ( target group) sebagai upaya untuk 

mewujudkan kebijakan. 

Menurut Mazmanian ( 2014 : 139 ) implementasi adalah pelaksanaan 

keputusan kebijakan dasar , biasanya dalam keputusan – keputusan kolektif 

penting atau badan peradilan. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 

adalah proses usaha pelaksanaan keputusan yang dijalankan oleh suatu badan 

pemerintah yang memiliki otoritas yang diberikan oleh undang – undang dalam 

melaksanakan kebijakan atau keputusan kolektif dengan memanfaatkan sarana – 

sarana sebagai upaya mewujudkan tujuan – tujuan  yang telah ditetapkan.  

2.2 Model – Model Implementasi 

2.2.1 Model Implementasi George Edward III 

George Edward III ( 1980 : 148 ) menyarankan untuk memperhatikan 

empat isu pokok agar implementasi menjadi efektif : 

a) Communication, komunikasi memiliki peran /fungsi yang cukup 

penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. 

Menurut Agustino ( 2006 : 157 ) mengemukakan bahwa kebijakan yang 

dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.  
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Selanjutnya ia mengemukakan tiga indikator keberhasilan komunikasi 

dalam konteks kebijakan publik 1) transmisi, sebuah kebijakan yang akan 

diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksakannya. 

Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan ( 

disposisi ) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi 

yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan 

diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau tidak 

tersedianya saluran komunikasi yang memadai ( sumberdaya ). 2) kejelasan ( 

clarity ), kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan 

merupakan hal yang mutlak agar dapat diimpelementasikan sebagaimana yang 

telah diputuskan. 3) konsistensi, impelementasi yang efektif selain membutuhkan 

komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.  

Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisiten 

akan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan 

menjadi tidak konsisiten disebabkan kompleksistas kebijakan yang harus 

dilaksanakan; kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru; 

kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran atau betentangan dengan 

kebijakan yang lain; banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu 

yang dibawa oleh kebijakan.  

b)  resources yang diperlukan dalam impelementasi menurut Edwards III 

yaitu 1) staf yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan; 2) 

informasi yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang 

berkaitan  dengan kebijakan yang akan dilaksanakan; 3) kewenangan yang 
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dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang 

harus dilaksanakan. 4) fasilitas, fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi 

keberhasilan implementasi kebijakan oleh para impelementor. Fasilitas fisik 

sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses 

komunikasi kebijakan. tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga 

tidak akan efektif.  

c) Dispotition, berkenaan dengan sikap dan komitmen dari pelaksana 

terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan 

membutuhkan pelaksana – pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komiten yang 

tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur 

utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk 

melaksanakan kebijakan antara lain 1) kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman 

pelaksanaan terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat 

penting bagi aparat pelaksana . Apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya 

berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak 

akan berjalan efektif. 2) arahan dan tanggapan pelaksanaan, hal ini meliputi 

penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi 

kebijaksanaan. 3) intensitas respon atau tanggapan pelaksana 

d) bureaucratie structure, struktur birokrasi Edwards III adalah 

mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. 

ia menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure ( SOP ) yang mengatur 

tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksana prrogram 

melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya 
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fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak 

program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya. 

2.2.2 Model Impelemntasi Van Meter dan Van Horn 

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa ada enam variabel yang 

harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara 

lain sebagai berikut : 

a. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai 

sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk 

mengukur pencapaiannya. 

b. Sumberdaya ( dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi 

keefektifan implementasi ) 

c. Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi 

sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang 

memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar 

implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan. 

d. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana ( termasuk kompetensi dan 

ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hirarki pada unit pelaksana  

terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekuti dan 

legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga 

pembuat kebijakan. 
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e. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi ( apakah sumberdaya ekonomi 

mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat 

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan 

publik tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung 

implementasi ) 

f. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana ( termasuk pengetahuan 

dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta 

intensitas sikap). 

2.2.3 Model Grindle 

Gerindle dalam bukunya yang berjudul politics and policy implementation in 

the third world ( 1980 ) mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah 

kebijakan bergantung pada content ( isi ) dan contex-nya, serta tingkat 

keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumberdaya 

implementasi yang diperlukan. 

a. Content of Policy 

1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program  

2) Jenis manfaat yang dihasilkan 

3) Jangkauan perubahan yang diinginkan 

4) Kedudukan pengambil keputusan 

5) Pelaksana program 

6) Sumberdaya yang disediakan 

b. Context of Implementation  

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat 
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2) Karakteristik lembaga dan penguasa 

2.3 Kebijakan 

2.3.1 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya dan tindakan 

pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas – tugas 

pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan.Kebijakan publik 

merupakan keputusan yang mengikat bagi orag banyak pada tataran strategis atau 

bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. 

Menurut Anderson ( 2005 : 21 ) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan 

yang secara sengaja dilakukan oleh aktor sejumlah aktor berkenaan dengan 

adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. 

Menurut Wahab ( 2001 : 8 ) kebijakan adalah tindakan – tindakan terpola yang 

mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk 

melakukan sesuatu. 

Menurut Friedrich ( 2007 : 20 ) kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mengaarah pada yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertetu 

dengan mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan 

sasaran yang diinginkan.  

Menurut Lubis ( 2007 : 9 ) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu 

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – 
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hambatan tertentu mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasarann yang diinginkan. 

Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa kebijakan adalah suatu 

tindakan atau keputusan yang mengikat dalam rangka pencapaian tujuan yang 

dibuat oleh pemerintah atas dasar usulan sejumlah aktor, kelompok atau 

pemerintah sendiri. 

2.4 Kebijakan Publik 

Menurut Aminullah ( 2001: 371 – 372 ) kebijakan publik adalah suatu 

upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang 

diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka 

panjang dan menyeluruh. 

Menurut Abidin ( 2012 : 31 ) kebijakan publik adalah tindakan yang tidak 

bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh 

karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan 

dan keputusan khusus dibawahnya. 

Menurut Dunn ( 2003 : 106 ) kebijakan publik adalah suatu rangkaian 

pilihan – pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pemeritah pada bidang – bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti 

pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, 

kriminalitas,  perkotaan, dan lain – lain. 
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Menurut Anderson ( 2005 : 17 ) kebijakan publik adalah kebijakan yang 

ditetapkan oleh badan dan pejabat pemerintah. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah 

rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan – 

kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat. 

2.4.1 Tahap – Tahap Kebijakan Publik 

Tahap – tahap kebijakan publik menurut Winarno ( 2016 : 30 ) : a) 

Penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelum masalah – masalah ini berkompetisi terlebih dahulu dapat masuk 

ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda 

kebijakan para perumus kebijakan; b) Formulasi kebijakan, masalah yang telah 

masuk ke agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah – 

masalah yang yang ada didefenisikan untuk dicarikan pemecahan masalah terbaik; 

c) Adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi 

dengan dukungan dri mayoritas legislatif; d) implementasi kebijakan, suatu 

program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elite, jika program tidak 

diimplementasikan. Oleh karena itu kebijakan yang telah diambil sebagai 

alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilksanakan oleh 

badan – badan administrasi maupun agen – agen pemerintah ditingkat bawah; e) 

evaluasi kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai 
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atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah 

mampu memecahkan masalah. 

2.4.2   Kriteria Penentuan Kebijakan Publik 

Menurut Abidin ( 2004 : 56-57 ) tidak semua kebijakan publik mempunyai 

prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh proses 

penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut kriteria yang digunakan dalam 

menentukan kebijakan : a) efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang 

ingin dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir 

yang diinginkan; b) efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang 

dicapai; c) cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan 

sumber daya yang ada; d) adil; e) terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi 

kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. 

2.4.3 Tingkatan Kebijakan 

Menurut Abidin ( 2004 : 31-33 ) kebijakan dapat dibedakan menjadi tiga 

tingkatan : a) kebijakan umum, adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, 

yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi bersangkutan; b) kebijakan 

pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. untuk tingkat 

pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang – undang; c) kebijakan 

teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. 
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2.5 Evaluasi Kebijakan Publik 

2.5.1 Tujuan evaluasi 

a. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan 

masyarakat dengan membandingkan kondisi anatara 

sebelum dan setelah adanya program tersebut. Mengukur 

efek menunjuk pada perlunya metodologi penelitian. 

Adapun membandingkan efek dengan tujuan mengharuskan 

penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan. 

b. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi 

kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program 

dengan rencana. 

c. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka 

perbaikan/penyempurnaan implementasi. 

d. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk 

pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada 

masa mendatang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban 

publik/memenuhi akuntabilitas publik. 

2.5.2 Fungsi Evaluasi ( William N. Dunn; Ripley ) 

Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik 

karena sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi 

akuntabilitas tersebut antara lains sebagai berikut : 

a. Memberikan eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan 

sebuah program/kebijakan. dalam studi evaluasi perlu 
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dilakukan penelitian/kajian tentang hubungan kausal atau 

sebab akibat. 

b. Mengukur kepatuhan, artinya mampu melihat kesesuaian 

antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

c. Melakukan auditing untuk melihat output kebijakan sampai 

pada sasaran yang dituju, ada-tidaknya kebocoran dan 

penyimpangan pada penggunaan anggaran, ada-tidaknya 

penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program. 

d. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial 

ekonomi dari kebijakan. Misalnya, seberapa jauh program 

yang dimaksud mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat, dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan 

yang diharapkan. 

2.6 Pengertian Implementasi Kebijakan 

2.6.1  Implementasi Kebijakan 

Menurut Van meter dan Van Horn ( 447 ) implementasi kebijakan adalah 

tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu ( atau kelompok – 

kelompok ) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – 

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan sebelumnya. 

Menurut Wahab ( 2001 : 45 ) implementasi kebijakan adalah aspek 

penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya 
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sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran – penjabaran keputusan 

politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran – saluran birokrasi 

melainkan lebih dari itu. 

Menurut Nugroho ( 2003 : 161 ) implementasi kebijakan publik adalah 

tindakan ( action ) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini 

setidaknya melalui elemen – elemen berikut, yaitu : a) pembentukan unit 

organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana 

( standard operating procedures ) c) koordinasi, pembagian tugas – tugas di dalam 

dan diantara dinas – dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber – 

sumber daya untuk mencapai tujuan. 

Menurut Winarno ( 2005 : 101 ) implementasi kebijakan adalah alat 

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang 

bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau 

tujuan yang tetapkan. 

Dari pendapat ditas dapat disimpulkan implementasi kebijakan adalah 

tindakan kegiatan untuk melaksanakan proses kebijakan untuk meraih tujuan – 

tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. 

2.6.2 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi 

Kebijakan 

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi yaitu : 
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a. Karakteristik dari masalah 

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di 

satu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis 

mudah dipecahkan. Di pihak lain terdapat masalah – masalah 

sosial yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah 

akan mempengaruhi mudah-tidaknya suatu program 

diimplementasikan. 

2. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti suatu 

program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok 

sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok 

sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif lebih 

sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok 

sasaran program berbeda. 

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah 

program akan relatif sulit diimplementasikan apabila 

sasarannya mencakup semua populasi. 

4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program 

yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif 

akan mudah diimplementasikan daripada program yang 

bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat. 

b. Karakteristik kebijakan 

1. Kejelasan isi kebijakan. hal ini berarti semakin jelas dan 

terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan 
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karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan 

dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan 

merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi 

kebijakan. 

2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. 

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang 

lebih mantap karena sudah teruji. Walaupun beberapa 

lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. 

3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan 

tersebut. Sumberdaya keuanagan adalah faktor krusial untuk 

setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan 

dukunga staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan 

teknis serta memonitor program yang semuanya itu 

memerlukan biaya. 

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi 

pelaksana. kegiatan program sering disebabkan kurangnya 

koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat 

dalam implementasi program. 

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan 

pelaksana. 

6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. 

7. Seberapa luas akses kelompok – kelompok luar untuk 

berpartisipasi dalam impelemntasi kebijakan.  
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c. Lingkungan Kebijakan 

1. Kodisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan 

teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih 

mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan 

masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Dimikian pula, 

kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan 

implementasi program karena program – program tersebut 

dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan 

teknologi modern. 

2. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang 

memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan 

publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif akan 

kurang mendapat dukungan publik. 

3. Sikap kelompok pemilih. Kelompok pemilih yang ada dalam 

masyarakat dapat mempengaruhi impelementasi kebijakan 

melalui berbagai cara antara lain 1) kelompok pemilih dapat 

melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan – 

badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud 

mengubah keputusan 2) kelompok pemilih dapat memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi badan – badan pelaksana 

secara tidak langsung melalui kritik yang dipubikasikan 

terhadap kinerja badan – badan pelaksana, dan membuat 

pernyataan yang ditujukan pada badan legislatif. 
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4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan 

implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk 

merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan 

adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana 

harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan 

dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. 

2.6.3 Kriteria Pengukuran Impelementasi Kebijakan 

Kriteria pengukuran keberhasilan impelementasi menurut Ripley dan 

Franklin ( 1986 : 12 ) didasarkan pada tiga aspek yaitu : 

a. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau 

tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang – undang. 

b. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. 

c. Pelaksanaan dan dampak yang dihendaki dari semua program yang 

ada terarah. 

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan tersebut, perlu pula 

dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan 

faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn bahwa 

terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara 

kebijakan dan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi : 

a. Ukuran dan tujuan kebijakan; 

b. Sumber kebijakan; 

c. Ciri atau sifat badan/instansi pelaksana; 
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d. Komunikasi antarorganisasi yang berkaitan dan komunikasi 

kegiatan yang dilaksanakan; 

e. Sikap para pelaksana; 

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.   

2.7 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Winarno ( 2005 : 102 ) implementasi kebijakan publik adalah 

sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan individu atau kelompok – kelompok, 

pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan – tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan – 

tindakan tersebut mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – 

keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun 

dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan – perubahan 

besar dan bahwa tiap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan – tujuan 

dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan – keputusan kebijakan. 

Menurut Tangkilisan ( 2003 : 1 ) implementasi kebijakan publik adalah 

tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan – 

kebijakan seperti halnya dalam pasal – pasal sebuah undang – undang legislatif, 

pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau 

keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang 

mempengaruhi beberapa aspek kebijakan. 

Menurut Mustopadijaja ( 2002 : 118 ) implementasi kebijakan publik 

adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan 
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yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah dalam rangka penyelenggaran pemerintah. 

Menurut Nurdin ( 2002 : 116 ) implementasi kebijakan publik adalah cara 

individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi 

berinteraksi dengan organisasi lainguna mencapai tujuan – tujuannya. 

Menurut Tachjan ( 2005 : 25 ) implementasi kebijakan publik adalah 

proses kegiatan administratif yang disetujui sebuah kebijakan ditetapkan. 

Kegiatan ini terletak diatara perumusan kebijakan dan evaluasi 

kebijakan.Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan 

atau menafsirkan alternatif – alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi 

alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. 

Menurut Dwijowijoto ( 2003 : 158 ) implementasi kebijakan publik adalah 

cara – cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan 

kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau; b) melalui 

formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

publik adalah proses kegiatan tindakan – tindakan untuk menyelesaikan 

permasalahan dan mencapai tujuan – tujuan kebijakan melaului program – 

program pemerintah. 
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2.8 Pengertian Kartu Nelayan 

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016, 

nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 

Kartu nelayan adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan 

yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan 

perikanan. Kartu nelayan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai: a) identitas 

profesi nelayan; b) basis data untuk memudahkan perlindungan dan 

pemberdayaan nelayan; c) memberikan kemudahan dalam pembinaan nelayan; 

dan d) memberikan kemudahan dalam pelaksanaann program kementerian. 

2.9 Konsepsi Pemberdayaan 

Menurut James William ( 1995 ) dalam community development, creating 

community alternatives ( vision, analysis and practice ) meyatakan empowerment 

means providingpeople with the personal mobility and the domination by elites of 

power structures of society. Understood in these theme, then, empowering is a 

from of radical change, whing would overtum exiting structures of domination.  

Selanjutnya vitayala (2000) menyatakan pemberdayaan masyarakat ( 

community empowerment ) adalah perwujudan capacity building masyarakat 

yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia melalui pengembangan 

kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan 

seiring dengan pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, 

serta pengembangan 3-P; pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi 

masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau ubah – ubahan yang 
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terjadi di masyarakat dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali 

ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan 

masyarakat. 

Masih tentang konsep pemberdayaan, Sumodiningrat ( 1996 ), 

mengemukakan ada dua pemberdayaan yang saling terkait, masyarakat yang 

belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang 

menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pembangunan yang 

berorientasi pada pemberdayaan memberikan kesempatan kepada setiap anggota 

masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan 

mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut 

sesuai dengan kemampuannya.  

Upaya pemberdayanan dapat dilihat dari tiga sisi : pertama, menciptakan 

suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; kedua, 

memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimilki oleh masyarakat, upaya 

yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta 

akses kedalam sumber – sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, 

lapangan pekerjaan dan pasar; ketiga, pemberdayaan melalui penggembangan 

ekonomi rakyat berarti mencegah dan melindungi masyarakat dari kesenjangan 

ekonomi serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju 

dan yang belum berkembang. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat 

adalah usaha dalam meningkatkan kemampuan sebuah kelompok masyarakat 
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dengan menggerakkan partisipasi masyarakat, memperkuat kondisi ekonomi 

masyarakat melalui perkuatan modal, teknologi dan prasarana – sarana. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data penelitian di lapangan, penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian metode penelitian deskriptif dengan analisis data 

kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki melalui pengamatan 

dengan menggambarkan keadaan atau sistusi objek penelitian yang berdsarkan 

fakta – fakta yang ditemukan. 

Menurut Sugiyono ( 2010 : 11 ) penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih tanpa membuat  perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu 

dengan variabel lain. 

Menurut Moeloeng ( 2006 : 11 ) pada penelitian deskriptif data yang 

dikumpulkan berupa kata – kata, gambar dan bukan angka – angka. Selain itu 

semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang 

sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain – lain. 



32 
 

 
 

3.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Konsep 

3.3 Defenisi Konsep 

Adapun konsep pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Impelementasi adalah suatu proses aktifitas atau kegiatan dalam 

melakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan hasil 

yang sudah ditetapkan. 

2. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan – tindakan atau 

keputusan – keputusan yang dibuat oleh institusi dan lembaga publik 

yang memiliki dampak bagi masyarakat. 

PERATURAN MENTERI 

KELAUTAN DAN 

PERIKANAN NOMOR 16 

TAHUN 2016 TENTANG 

a. Adanya tindakan program 

implementasi kartu nelayan 

b. Adanya komunikasi antara 

pemerintah daerah dengan 

stakeholder 

c. Adanya Sumberdaya 

d. Adanya pengaruh bagi aspek 

kehidupan 

Kartu Nelayan 
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3. Impelementasi Kebijakan Publik adalah proses kegiatan dalam 

melaksanakan seluruh kebijakan atau keputusan sehingga tujuan yang 

telah ditetapkan dapat tercapai.  

4. Kartu Nelayan adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan 

penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/kota yang 

membidangi kelautan dan perikanan. 

5. Pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat dengan menggerakkan partisipasi masyarakat, memperkuat 

kondisi ekonomi masyarakat melalui perkuatan modal, teknologi dan 

sarana – prasarana. 

 

3.4 Kategorisasi 

Adapun kategorisasi penelitian ini adalah : 

a. Adanya tindakan program implementasi kartu nelayan 

b. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder 

c. Adanya Sumberdaya 

d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan 

 

3.5 Narasumber 

Untuk mendapatkan dan melengkapi data, maka peneliti menggunakan 

narasumber atau keyinforman. Adapun narasumber dalam penelitian ini 

adalah : 
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a. Nama   : Masdewina 

Usia  : 50 tahun 

Jabatan  : Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil 

b. Nama   : Sabungan, SP 

Usia  : 50 tahun 

Jabatan  : Kasi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan 

 Nelayan Kecil 

c. Nama   : Imron Efendi, S.Pt 

Usia  : 39 tahun 

Jabatan   : Kasi IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil 

d. Nama  : Agusman Efendi  

Usia  : 45 tahun 

Pekerjaan  : Ketua Koperasi Nelayan 

e. Nama  : Azmul 

Usia  : 40 tahun 

Pekerjaan  : Nelayan 

f. Nama   : Rahmadi Anas 

Usia  : 42 tahun 

Pekerjaan  : Nelayan  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer 
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Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada peneliti di lokasi penelitian yang terdiri dari : 

1. Wawancara 

Peneliti mendapatkan data dan informasi dengan melakukan dialog 

dan ineraksi dengan narasumber atau keyinforman untuk 

mendapatkan keakuratan data. 

2. Dokumentasi 

Peneliti mendapatkan data melalui tulisan, gambar dan foto untuk 

mendukung informasi dalam kegiatan penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan  data kepada pengumpul data.Peneliti mendapatkan 

dukungan informasi melalui studi pustaka, jurnal, peraturan perundang 

– undangan dan buku yang relevan dengan penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan 

data berlangsung dan menemukan data yang dianggap  kredibel. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, 

aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan serta verifikasi. 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal – hal yang pokok 

memfokuskan pada hal – hal yang penting untuk dicari tema dan pola 

nya dalam penelitian. 

b. Penyajian Data 

Setelah data sudah direduksi maka selanjutnya mendisplaykan data 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

flowchart. 

c. Verifikasi/ Kesimpulan 

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak di temukan bukti – bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal di dukung bukti – bukti valid dan 

Data Colection 

Data Display 

Data reduction 

Conclusion: drawing / 
verifying 
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konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka merupakan 

kesimpulan yang kredibel 

. 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan tempat penelitian ini berada di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dan waktu penelitian dimulai dari 

bulan Januari sampai Bulan Februari 2019. 
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3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal 

1) Visi 

“Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan 

Perikanan yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan 

Berbudaya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  ” 

2) Misi 

a. Meningkatkan produksi, produktifitas dan kualitas usaha 

perikanan dan pengolahannya dengan memaksimalkan 

sumberdaya lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna 

b. Meningkatkan akses permodalan dan skala usaha serta iklim 

yang kondusif bagi pengembangan usaha kelautan dan 

perikanan 

c. Meningkatkan usaha pengelolaan hasil serta pemasaran produk 

perikanan 

d. Meningkatkan kesejahteraan aparatur, masyarakat pesisir, 

nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan pemberdayaan 

masyarakat pulau – pulau kecil. 

b. Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil 

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas 

melaksanakan tugas di bidang  Pemberdayaan Nelayan Kecil. 
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b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi : 

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil; 

2. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan serta pendampingan nelayan kecil; 

3. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan 

usaha akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan 

kecil; 

4. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan 

kelembagaan nelayan kecil, pelaksanaan lelang lebak lebung dan 

penebaran benih ikan ke lokasi lelang lebak lebung dalam kabupaten 

Banyuasin. 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

2. Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan 

Nelayan Kecil 

a. Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, 

melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Pendidikan, Pelatihan dan 

Pendampingan Nelayan Kecil. 
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b. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil menyelenggarakan 

fungsi : 

1. Mengumpulkan data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan 

nelayan kecil; 

2. Mengidentifikasi data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan 

nelayan kecil; 

3. Menganalis data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan 

kecil; 

4. Menyiapkan bahan perumusan pendidikan, pelatihan dan pendampingan 

nelayan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

5. Melaksanakan kebijakan tentang pendidikan, pelatihan dan pendampingan 

nelayan kecil;  

6. Mengevaluasi serta melaporkan hasil kegiatan pendidikan, pelatihan dan 

pendampingan nelayan kecil berdasarkan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku; 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

3. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil 

a. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan 

melaporkan kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil. 
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b. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Seksi Ilmu Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil menyelenggarakan 

fungsi : 

1. Mengumpulkan data pembinaan kelembagaan nelayan kecil;   

2. Mengidentifikasi data pembinaan kelembagaan nelayan kecil;                                                     

3. Menganalisis data bahan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;   

4. Menyiapkan bahan perumusan pembinaan kelembagaan nelayan kecil 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

5. Melaksanakan kebijakan tentang pembinaan kelembagaan nelayan 

kecil;   

6. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pembinaan kelembagaan nelayan 

kecil berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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C. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan 

KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

      

      

SEKRETARIS 

---------------------------------------- 

 

SEKSI PENDIDIKAN, 
PELATIHAN DAN 
PENDAMPINGAN 
NELAYAN KECIL 

SEKSI ILMU 
PENGETAHUAN, 

TEKNOLOGI, DAN 
INFORMASI NELAYAN 

KECIL 

SEKSI PEMBINAAN 
KELEMBAGAAN NELAYAN 

KECIL 

SEKSI PENDIDIKAN, 
PELATIHAN DAN 

PENDAMPINGAN USAHA 
KECIL PEMBUDIDAYAAN 

IKAN 

SEKSI ILMU 
PENGETAHUAN, 

TEKNOLOGI, DAN 
INFORMASIUSAHA KECIL 
PEMBUDIDAYAAN IKAN 

SEKSI PEMBINAAN 
KELEMBAGAAN USAHA 

KECIL PEMBUDIDAYAAN 
IKAN 

 

SEKSI PENERBITAN IZIN 
USAHA PERIKANAN 

PEMBUDIDAYAAN IKAN 

SEKSI PENERBITAN TANDA 
PENCATATAN USAHA 

PEMBUDIDAYAAN IKAN  DAN 
TANDA PENCATATAN KAPAL 

PENGANGKUT IKAN HIDUP  

 

SEKSI PENGELOLAAN DAN 
PENYELENGGARAAN 

TEMPAT PELELANGAN 
IKAN 

SEKSI PAKAN, 
KESEHATAN IKAN DAN 

LINGKUNGAN 

SEKSI PENGELOLAAN 
KAWASAN 

PEMBUDIDAYAAN IKAN 

SEKSI PERBENIHAN IKAN 

BIDANG PEMBERDAYAAN 
NELAYAN KECIL 

 

BIDANG PEMBERDAYAAN 
USAHA KECIL 

PEMBUDIDAYAAN IKAN 

BIDANG PENGELOLAAN 
TEMPAT PELELANGAN IKAN 

DAN PERIZINAN 

 

BIDANG PENGELOLAAN 
PEMBUDIDAYAAN IKAN 

 

K UPTD BBI MANDAILING NATAL 

SUBBAG TATAUSAHA 

K UPTD BBI MANDAILING NATAL 

SUBBAG TATA USAHA 

KEPALA DINAS 

-----------------------------------------------------------------
--- 

SUBBAG UMUM DAN 
kEPEGAWAIAN 

-------------------------------
-- 

SUBBAG PERENCANAAN 
PROGRAM DAN 

PELAPORAN 

--------------------------------- 

SUBBAG KEUANGAN 

-------------------------------
-- 
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D. Daftar Nama Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal 

NO NAMA GOL JABATAN 

1 BAKHREIN LUBIS IV/c Kepala Dinas 

2 MASDEWINA 
 

 
IV/b 
 

Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil 
 

3 LATIPA HANNUM 
DALIMUNTHE, SP 
 

IV/a 
 

Sekretaris 
 

4 Dra. KARLINA 
 

IV/a 
 

Kasubbag Umum dan Kepegawaian 
 

5 SATRUDDIN, SH 
 

IV/a 
 
 

Kabid Bidang Pengelolaan Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) dan Perizinan 
 

6 SYAFRUDDIN, S. Pi 
 

IV/a 
 

Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil 
Pembudidayaan Ikan 
 

7 GOIMAWAN, S.Pi,M.Si 
 

IV/a 
 

Kasi IPTEK Dan Informasi Usaha 
Kecil Pembudidayaan Ikan 
 

8 Drs. ASRUL ANWAR LUBIS 
 

IV/a 
 

Kasi Pakan, Kesehatan, Ikan dan 
Lingkungan 
 

9 EFENDI,A.Pi 
 

III/d 
 

Kasi Pembinaan Kelembagaan 
Nelayan Kecil 
 

10 NURHAIDAH HARAHAP, S.Pi 
 

III/d 
 

Kasi.Penerbitan Tanda Pencatatan 
Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) 
dan Tanda Pencatatan Kapal 
Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) 
 

11 MUKSIN NASLI, S.Pi 
 

III/d 
 

Kasi Pegelolaan Dan Penyeleggaraan 
Tempat Pelelangan Ikan 
 

12 JUNIAH HANUM,S.Pi 
 

III/d 
 

Kasi Pembibitan Ikan  
 

13 IRWANSYAH,S.Pi 
 

III/d 
 

Kabid Pengelolaan Pembudidayaan 
Ikan 
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14 SABUNGAN,SP 

 
III/d 
 

Kasi Pendidikan, Pelatihan dan 
Pendampingan Nelayan Kecil 
 

15 LUKMAN HAKIM,S.Pi 
 

III/d 
 

Kasi Pendidikan, Pelatihan dan 
Pemberdayaan Usaha Kecil 
Pembudidayaan Ikan 
 

16 EVA JULIANTI LUBIS, SE 
 

III/c 
 

Kasubbag Keuangan 
 

17 ANNA DELINA, S.Sos 
 

III/c 
 

Kasi Pembinaan Kelembagaan Usaha 
Kecil Pembudidayaan Ikan 
 

18 IMRON EFENDI,S.Pt 
 

III/c 
 

Kasi IPTEK, dan Informasi Nelayan 
Kecil 
 

19 FEBRIDAWATI TANJUNG, S. 
Pi 
 

III/c 
 

Kasuubang Perencanaan Program dan 
Pelaporan 
 

20 MARIYATUN,SE 
 

III/b 
 

Kasi Pengelolalaan Kawasan 
Pembudidayaan Ikan 
 

21 SITI AMINAH, SE  
 

III/b 
 

PJ. Kasi Penerbitan Izin Usaha 
Perikanan Pembudidayaan Ikan 
 

22 AMRI NASUTION, S.ST 
 

III/b 
 

Ka. UPTD TPI Mandailing Natal 
 

23 TOGUAN HARDI HARAHAP 
 

III/a 
 

Kasubbag TU UPTD BBI 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskripsi Narasumber 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap 

narasumber  dapat dikelompokan data – data yang berkaitan dengan kategori 

menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan 

dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. 

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber 

informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis 

sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut : 

a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin 

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang 

berjenis kelamin laki – laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan 

presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1.1 

Distribusi Narasumber Berdsarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase  

1 Laki – laki 5 90% 

2 Perempuan  1 10 

 Jumlah  6 100% 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 

berjenis kelamin laki – laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan 

persentase 90% sedangkan 1 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin 

perempuan dengan frekuensi 1 atau 10%. 

 

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 – 39 tahun, umur 40 – 49 

tahun dan umur 50 – 59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan 

frekuensi dan persentase masing – masing kategori umur sebagai berikut : 

Tabel 4.1.2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

No Umur  Frekuensi Persentase  

1 30 – 39 1 10 % 

2 40 – 49 3 50 % 

3 50 – 59 2 40 % 

 Jumlah 6 100% 

 

berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber 

berumur mulai dari 40-49 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 50%. 

Begitu halnya dengan umur 50-59 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 

40% dan umur 30-39 tahun dengan frekuensi 1 atau 10%. 
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c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

Narasumber yang akan diwawancara di ketegorikan berdasarkan pekerjaan 

yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan 

yaitu pegawai negeri sipil dan nelayan. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan 

frekuensi untuk masing – masing sebagai berikut 

Tabel 4.1.3  

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan  Frekuensi  Persentase  

1 Pegawai Negeri 

Sipil 

3 50% 

2 Nelayan 3 50% 

 Jumlah  6 100% 

  

berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja sebagai 

Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 3 orang atau 50% dan sebagai nelayan 

dengan frekuensi 3 atau 50%.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

a. Adanya tindakan program implementasi kartu nelayan 

Program kartu nelayan dibuat oleh kementerian kelautan dan perikanan 

dalam usaha memberikan perlindungan dan kemudahan bagi nelayan – 

nelayan yang berada di daerah pesisir agar mampu meningkatkan 

kesejahteraan dan memudahkan untuk mendapatkan perlindungan dan 
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bantuan. Mengingat program kartu nelayan merupakan program dari 

kementerian kelautan dan perikanan maka kewenangan untuk melaksanakan 

program di Kabupaten/kota diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.  

Selanjutnya Dinas kelautan dan perikanan harus menjalankan program 

sesuai dengan kewenangan yang di milikinya. Oleh sebab itu Dinas Kelautan 

dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal melakukan sebuah tindakan yang 

dijalankan untuk melancarkan program kartu nelayan. Terlaksananya tindakan 

yang dilakukan Dinas kelautan dan perikanan dapat dilihat dari usaha para 

pegawai dalam memaksimalkan tugas yang diberikan kepadanya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masdewina selaku Kasi 

Pemberdayaan Nelayan Kecil Dians Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal pada tanggal 7 Februari 2019 mengatakan bahwa dalam 

melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal, para 

pegawai sudah melakukan tindakan berupa sosialisasi mengenai kartu nelayan 

kepada para nelayan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Sosialisasi 

yang dilakukan melalui sosialisasi kartu nelayan perkecamatan, maupun 

sosialisasi kepada camat – camat dan kepala desa – kepala desa yang ada di 

daerah pantai barat. Setelah melakukan sosisalisasi para pegawai melakukan 

identifikasi dan pendataan terhadap nelayan. Pengumpulan data nelayan 

dilakukan melalui permintaan data kepada masing – masing kecamatan untuk 

disampaikan kepada kepala desa – kepala desa. Pengumpulan data dilakukan 

juga dengan mengumpulkan data langsung kepada nelayan. Untuk 
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pendistribusian kartu nelayan juga dilakukan melalui kecamatan dan kepala 

desa ataupun secara langsung kepada nelayan. 

Sama halnya dengan Bapak Sabungan selaku Kasi Pendidikan, Pelatihan 

dan Pendampingan Nelayan Keci ldan Bapak Imron Efendi selaku Kasi 

IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil yang penulis wawancara pada tanggal 7 

Februari 2019 mengatakan bahwa dalam melaksanakan program kartu nelayan 

para pegawai di Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal 

melakukan sosialisasi terhadap nelayan dengan tentang fungsi kartu nelayan 

terhadap para nelayan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberitahukan 

kepada camat dan seterusnya camat meberitahukan kepada kepala desa serta 

melakukan penyuluhan terhadap nelayan – nelayan. Sedangkan untuk 

pendataan dan pendistribusian kartu nelayan dilakukan melaului kepala desa – 

kepala desa dan nelayan. 

 Begitu juga hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2019 dengan 

Bapak Azmul dan Rahmadi Anas selaku masyarakat yang bekerja sebagai 

nelayan mengatakan bahwa para pegawai Dinas Kelautan dan perikanan 

melakukan sosialisasi terhadap nelayan. Para pegawai Dinas Kelautan dan 

perikanan juga melakukan identifikasi dan pendataan terhadap masyarakat 

yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan untuk mendistribusikan kartu 

nelayan para pegawai Dinas mendistribusikannya melalui kepala desa dan 

koperasi nelayan. 

Sementara hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2019 dengan Bapak 

Agusman Efendi selaku Ketua Koperasi Nelayan mengatakan bahwa pegawai 
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dinas melakukan sosialisasi kartu nelayan kepada nelayan dengan diwakili 

oleh Ketua koperasi nelayan. Sosialisasi dilakukan melalui pemberitahuan 

kepada camat dan kepala desa melalui surat yang selanjutnya kepada masing – 

masing koperasi nelayan. Untuk pendataan dan identifikasi nelayan 

dilaksanakan dengan memberikan formulir kepada nelayan secara langsung 

untuk diisi sesuai dengan kebutuhan.Sedangkan pendistribusian kartu 

diberikan kepada koperasi nelayan. 

b. Adanya komunikasi anatara pemerintah daerah dengan stakeholder 

Untuk mempermudah dalam melaksakan program kartu nelayan terhadap 

nelayan – nelayan yang berada di daerah pesisir dibutuhkan kerjasama antara 

Dinas Kelautan dan perikanan dengan stakeholder yang berada di kecamatan 

dan desa – desa.Dinas Kelautan dan perikanan menjalin kerjasama dan 

komunikasi agar mampu memaksimalkan program kartu nelayan secara 

meyeluruh. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masdewina selaku Kasi 

pemberdayaan Nelayan Kecil dan Sabungan Harahap selakuKasi Pendidikan, 

Pelatihan dan Pendampingan Nelayan KecilDinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 7 Februari 2019 mengatakan bahwa 

pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal menjalin 

kerjasama dalam bentuk surat pemberitahuan tentang kartu nelayan kepada 

camat dan diteruskan kepada kepala desa agar mampu menyampaikan hal 

yang menyangkut sosialisasi dan penyuluhan kepada nelayan. Dalam menjalin 

kerjasama dengan stakeholder yang berada di kecamatan terdapat masukan 
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dari kepala desa – kepala desa agar kartu nelayan tepat sasaran dengan tujuan 

diberikan kepada yang benar – benar memiliki pekerjaan sebagai nelayan. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imron Efendi selaku Kasi IPTEK 

dan Informasi Nelayan Kecil mengatakan hal yang sama pihak Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan kerjasama 

untuk melancarkan program kartu nelayan di kecamatan dan desa. Dan 

masukan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing 

Natal supaya kartu nelayan didapatkan masyarakat yang bekerja sebagai 

nelayan. 

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Azmul dan Rahmadi Anas selaku 

masyarakat yang bekerja sebagai nelayan mengatakan bahwa Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal melakukan kerjasama dengan 

melibatkan pihak – pihak yang berada di kecamatan dan desa – desa untuk 

melakukan penyuluhan dan sosialisasi serta dari nelayan berharap agar kartu 

nelayan agar diberrikan kepada yang seharusnya layak mendapatkan kartu 

nelayan. 

Untuk hasil wawancara dengan Bapak Agusman Efendi selaku Ketua 

Koperasi Nelayan mengatakan bahwa kerjasama yang dijalin Dinas Kelautan 

dan Perikanan sudah dilakukan dengan kecamatan, namun sebagai ketua 

koperasi nelayan berharap agar kartu nelayan dapat dimiliki sepenuhnya 

secara fisik oleh para nelayan agar dapat segera mengakses bantuan yang 

diharapkan nelayan. 
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c. Adanya Sumberdaya 

Program kartu nelayan akan berjalan dengan lancar dan maksimal apabila 

didukung dengan ketersediaan sumberdaya yang dapat berupa sarana – 

prasarana dan sumberdaya manusia yang menjalankan tugas dan fungsinya 

secara bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan kebutuhan menyangkut 

fasilitas pendukung dalam merealisasikan kartu nelayan. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Masdewina selaku Kasi 

Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal mengatakan bahwa untuk ketersediaan prasarana dan sarana 

untuk mendukung program kartu nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mandailing Natal hanya sebagai pengumpul data dan penginput 

data serta pendistribusi kartu nelayan sedangkan untuk sarana fasilitas 

pencetakan kartu berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Utara.  

Untuk dukungan anggaran atau hanya sebatas biaya sosialisasi, pengumpul 

data dan pendistribusian kartu sedangkan untuk anggaran pengadaan kartu 

nelayan ini semuanya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia, hal ini karena program dari kementerian kelautan dan 

perikanan.Dalam menjalankan tanggungjawabnya pegawai Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal hanya sebatas memfasilitasi 

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengumpulan data, penginput 

data dan pendistribusian kartu nelayan. 



53 
 

Sama halnya dengan Bapak Sabungan Harahap selaku Kasi Pendidikan, 

Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil dan Imron Efendi selaku Kasi 

IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil mengatakan bahwa Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabuapten Mandailing Natal sebatas pelaksana program 

Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal. Para 

pegawai hanya sebagai fasilitator mengumpulkan data, menginput data dan 

mendistribusikan kartu kepada nelayan, dukungan anggaran dan pencetak 

kartu berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. 

Begitu juga dengan Bapak Rahmadi Anas, Bapak Azmul dan Agus Efendi 

menyatakan bahwa program kartu nelayan dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. Semua pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang diberi 

kewenangan untuk menjalankan program kartu nelayan hanya melaksanakan 

tugas untuk sosialisasi, pendataan dan pembagian kartu nelayan kepada 

nelayan. Untuk anggaran dan biaya langsung di biayai oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 

d. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan 

Adanya program Kartu Nelayan yang dibuat Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi 

nelayan dalam bentuk kesejahteraan dan pemberdayaan yang berikan kepada 

nelayan. Aspek – aspek yang mempengaruhi bagi kehidupan nelayan yang 

diperoleh dari program kartu nelayan berupa perlindungan dan identitas yang 

menjamin kehidupan nelayan serta bantuan – bantuan berupa alat tangkap, 
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kapal dan mesin kapal dan asuransi nelayan yang diperoleh dari pemerintah 

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan.  

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Masdewina selaku Kasi 

Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal mengatakan bahwa kartu nelayan dapat memberikan 

manfaat yang dapat mendukung kesejahteraan dan kemudahan bagi nelayan 

yang selama ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan aktifitas kelautan dan 

penangkapan ikan. Namun pemanfaatan kartu nelayan belum sepenuhnya 

dilakukan secara maksimal disebabkan masih banyak nelayan belum mengerti 

tentang manfaat yang diperoleh bila memiliki kartu nelayan.Untuk 

pendistribusian kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal belum mampu 

didistribusikan secara maksimal secara menyeluruh.Hal ini disebabkan karena 

masih banyak kartu nelayan yang belum dicetak disebabkan alat pencetak ini 

ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Jumlah 

distribusi kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 1885 unit 

atau sekitar 84,68 % dari jumlah nelayan yang ada. Dengan adanya kartu 

nelayan, para nelayan sudah dapat mengakses bantuan dari pemerintah karena 

kartu nelayan ini sebagai salah satu syarat untuk menerima bantuan dari 

pemerintah. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sabungan Harahap selaku Kasi 

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Bapak Imron Efendi selaku Kasi IPTEK 

dan Informasi Nelayan Kecil mengatakan hal yang hampir sama bahwa 

sosialisasi dan penyuluhan sudah dilakukan terhadap nelayan sebelum 
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pendataan dan identifikasi nelayan tetapi nelayan masih banyak yang tidak 

mengetahui manfaat dari kartu nelayan. Dalam pembagian kartu nelayan 

memang belum sepenuhnya maksimal karena fasilitas tidak berada di Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.Untuk mendapatkan bantuan 

nelayan sudah bisa mengusulkan dengan syarat pengajuan dengan kelompok 

koperasi nelayan. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmadi Anas dan Azmul selaku 

nelayan mengatakan bahwa  nelayanbanyakyang belum tahu fungsi dari kartu 

nelayan. Sedangkan untuk pembagian kartu masih banyak masyarakat yang 

bekerja sebagai nelayan belum mendapatkan kartu nelayan. Untuk akses  

mendapatkan bantuan pemerintah memang sudah dapat digunakan, namun 

dalam mengusulkan bantuan yang dibutuhkan nelayan terdapat 

ketidaksesuaian dengan yang diharapkan nelayan. 

Berdasarkan wawancara degan Bapak Agusman Efendi selaku Ketua 

Koperasi Nelayan juga mengatakan bahwa banayk nelayan tidak mampu 

menggunakan kartu nelayan secara maksimal dan pendistribusian kartu belum 

dibagikan secara merata dan belum dimiliki secara fisiknya disebabkan mesin 

pecetak kartu yang berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Utara. Untuk akses bantuan pemerintah para nelayan sudah bisa dimanfaatkan 

meskipun kartu belum dimiliki secara fisik tetapi nama dan nomor kartu sudah 

terdata di ketika pendistribusian bantuan dari pemerintah. 
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4.2.2 Analisis Hasil Wawancara 

a. Adanya tindakan program implementasi kartu nelayan 

Adanya tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggungjawab yang 

dilakukan pegawai dalam merealisasikan program kartu nelayan.dalam 

penelitian ini pelaksanaan program kartu nelayan telah dijalankan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sudah ditetapkan.Tindakan yang 

dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melakukan sosialisasi, 

identifikasi dan pendistribusian kartu nelayan. 

Tindakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 

menjalankan program kartu nelayan sudah dijalankan sesuai dengan kewenangan 

yang dimilikinya berupa sosialisasi fungsi kartu nelayan kepada nelayan yang 

berada di kabupaten Mandailing Natal. Sosialisasi yang dilakukan kepada nelayan 

melalui kecamatan dan desa –desa. Pegawai juga melakukan sosialisasi dan 

identifikasi serta pendistribusian kartu nelayan terhadap nelayan dengan 

melibatkan stakeholder yang berada di kecamatan dan desa secara baik. 

Menurut Lubis ( 2007 : 9 ) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu 

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – 

hambatan tertentu mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasarann yang diinginkan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan 

program kartu nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing 

Natal yang diberikan kewenangan untuk mensosialisasikan, identifikasi dan 



57 
 

pendataan serta pendistribusian kartu nelayan sudah dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara baik. 

b. Adanya Komunikasi antara Pemerintah daerah dengan Stakeholder 

Komunikasi yang dijalin adalah hubungan antara Dinas Kelautan dan 

Perikanan dengan Kecamatan dan desa – desa untuk menjalankan program kartu 

nelayan di Kabupaten Mandailing Natal. Komunikasi yang dijalin dalam bentuk 

kerjasama dengan stakeholder kecamatan dan desa. Melalui surat pemberitahuan 

kepada kecamatan dan desa untuk segera diteruskan kepada nelayan mengenai 

sosialisasi dan penyuluhan.  

Dalam menjalin komunikasi dengan stakeholder yang berada di kecamatan 

dan desa terdapat masukan – masukan yang diberikan mengenai kertu nelayan 

yaitu agar kartu nelayan dapat diberikan kepada yang seharusnya layak untuk 

mendapatkan kartu nelayan. Hal ini mengingat bahwa sasaran program kartu 

nelayan memang masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dapat memberikan 

kesejahteraan bagi nelayan. 

George edward III ( 1980 : 148 ) dalam anggara menyarankan untuk 

memperhatikan empat isu pokok agar implementasi menjadi efektif : 1)  

komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada 

organisasi dan/atau publik. 2) sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan 

sumberdaya pendukung. 3) Disposisi berkenaan dengan kesediaaan dari para 

implementor untuk carry out kebijakan publik. 4) Struktur birokrasi berkenaan 

dengan kesesuaiaan organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara 

implementasi kebijakan. 
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Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

menjalankan program kartu nelayan, komunikasi yang dilakukan Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal berjalan secara baik dengan 

melibatkan kecamatan dan desa serta nelayan. Sehingga program kartu nelayan 

dapat dijalankan secara menyeluruh di kabupaten Mandailing Natal. 

c. Adanya Sumberdaya 

Dalam menjalankan sebuah program dibutuhkan dukungan sumberdaya agar 

program yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dukungan sumberdaya untuk program kartu nelayan berupa 

tersedianya anggaran atau biaya pelaksanaan dan fasilitas pendukung untuk 

terlaksannya program kartu nelayan. 

Berdasarkan wawancara yang didapatkan, dalam menjalankan program kartu 

nelayan di Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dukungan 

untuk merealisasikan program kartu nelayan hanya disediakan biaya atau 

anggaran untuk kegiatan sosialisasi fungsi kartu nelayan, identifikasi dan 

pendataan kartu nelayan serta biaya pendistribusian kartu nelayan. Sedangkan 

fasilitas pendukung untuk pencetakan kartu hanya disediakan di Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Untuk tanggungjawab pegawai Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal hanya sebatas fasilitator 

dari kementerian dan Kelautan di kabupaten dalam merealisasikan program 

kartu nelayan. 

Menurut Nugroho ( 2003 : 161 ) implementasi kebijakan publik adalah 

tindakan ( action ) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini 
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setidaknya melalui elemen – elemen berikut, yaitu : a) pembentukan unit 

organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana 

( standard operating procedures ) c) koordinasi, pembagian tugas – tugas di dalam 

dan diantara dinas – dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber – 

sumber daya untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam merealisaikan 

program kartu nelayan, sumberdaya dalam pelaksanaan program kartu nelayan 

sudah tersedia namun, kurang maksimal disebabkan tidak adanya mesin 

pencetak kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing 

Natal.Hal ini menjadi hambatan untuk mendistribusikan kartu nelayan di 

Kabupaten Mandailing Natal. 

d. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan 

Kebijakan dibuat untuk memberikan dampak yang dapat mempengaruhi 

aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan yang dibuat dapat berupa program – 

program pemerintah. Program kartu nelayan diharapkan bisa memberikan 

pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan nelayan sehingga mampu 

meningkatkan taraf hidupnya. 

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, program kartu nelayan dapat 

memberikan manfaat bagi nelaya namun nelayan belum mampu memanfaatkan 

kartu nelayan sesuai dengan fungsinya karena ketidakpahaman nelayan mengenai 

kartu nelayan. Sedangkan untuk pendistribusian kartu nelayan masih terdapat 

nelayan yang belum memiliki kartu nelayan secara fisik, hal ini disebabkan 

pencetak kartu nelayan yang tidak berada di Dinas Kelautan dan perikanan 
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Kabupaten Mandailing Natal. Untuk pemanfaatan kartu nelayan sudah mampu di 

akses tetapi bantuan yang diterima oleh nelayan tidak sesuai dengan keinginan 

dari para nelayan. 

Menurut Ripley dan Franklin (1982 : 4 ) berpendapat bahwa implementasi 

apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas 

program, kebijakan, keuntungan ( benefit ) atau suatu jenis keluaran yang nyata. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang di 

dapatkan nelayan dari program kartu nelayan belum berjalan secara maksimal 

disebabkan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari kartu 

nelayan dan pendistribusian kartu nelayan belum dimiliki nelayan secara 

menyeluruh serta bantuan yang diterima nelayan tidak sesuai dengan keinginan 

nelayan. 

4.3 Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 

Tahun 2016 Tetang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mandailing Natal 

Menurut Winarno ( 2005 : 102 ) implementasi kebijakan publik adalah 

sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan individu atau kelompok – kelompok, 

pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan – tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan – 

tindakan tersebut mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – 

keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 

maupundalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan – 

perubahan besar dan bahwa tiap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan 
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– tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan – keputusan 

kebijakan. 

Menurut Dwijowijoto ( 2003 : 158 ) implementasi kebijakan publik adalah 

cara – cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan 

kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau; b) melalui 

formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi 

Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapaten Mandailing Natal 

yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya tindakan program 

impelementasi kartu nelayan sudah berjalan dengan baik dengan terlaksananya 

tugas dan kewenangan yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal dalam bentuk terdistribusinya kartu nelayan yang diterima 

nelayan di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 85 % atau 1885 Unit.   

Komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder sudah berjalan 

dengan baik dengan kerjasama yang dijalin Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mandailing Natal dengan Kecamatan dan Desa – desa serta 

nelayan.Untuk  sumberdaya dalam pelaksanaan program kartu nelayan belum 

sepenuhnya maksimal dengan kurangnya fasilitas pencetak kartu nelayan yang 

tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Dukungan 

fasilitas berupa pencetak kartu menjadi hal yang sangat penting untuk 
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memberikan kemudahan bagi terlaksananya program kartu nelayan . Sedangkan 

untuk adanya pengaruh bagi aspek kehidupan belum tercapai disebabkan belum 

dimanfaatkannya kartu nelayan secara maksimal, pendistribusian kartu belum 

dibagikan secara menyeluruh dan bantuan yang diberikan pemerintah tidak sesuai 

dengan keinginan nelayan sehingga pemberdayaan terhadap nelayan masih 

mengalami hambatan.Belum mampunya nelayan memanfaatkan kertu nelayan 

dengan maksimal menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mandailing Natal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Impelementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 

Tahun 2016 tentang kartu nelayan adalah program yang dibuat untuk 

memperhatikan aspek – aspek yang dibutuhkan nelayan dalam bentuk 

identitas, perlindungan, pemberdayaan dan kesejahteraan nelayan.Usaha yang 

dilakukan kementerian kelautan dan perikanan dalam menjalankan 

programnya memberikan kewenangan bagi provinsi dan kabupaten/kota untuk 

merealisasikannya. Berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Mandailing Natal sudah melaksanakan kewenangan 

sesuai dengan tertulis dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 16 tahun 2016. 

Adanya tindakan dalam menjalankan program implementasi kartu nelayan 

dilakukan dengan sosialisasi fungsi kartu nelayan, identifikasi dan pendataan 

nelayan sampai dengan distribusi kartu nelayan.Tindakan ini dilakukan 

dengan turun langsung kelapangan ataupun secara tidak langsung melalui 

pemberitahuan kepada kecamatan dan desa. 

Untuk komunikasi yang dijalin dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal dengan stakeholder di kecamatan dan desa sudah dilakukan 

dengan maksimal dan dengan adanya komunikasi Dinas Kelautan dan 

Perikanan menerima masukan dari nelayan agar program kartu nelayan 

diberikan kepada yang layak dan tepat sasaran. 
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Ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan program kartu nelayan dari 

hasil penelitian belum memadai disebabkan fasilitas dan saran pendukung 

tidak berada di Dinas Kabupaten/kota. Kekurangan ini yang menjadi 

hambatan dalam pencetakan kartu nelayan sehingga Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Mandailing Natal mengalami kendala seperti belum 

meratanya pembagian kartu kepada nelayan di kecamatan dan desa. 

Kartu nelayan diharapkan agar mampu memeberi dampak yang 

berpengaruh bagi kehidupan nelayan seperti kesejahteraan dan pemberdayaan 

nelayan.Dampak yang diharapkan belum mampu dimanfaatkan sebagian 

nelayan dengan keterbatasan terhadap fungsi dan kegunaaan dan kartu 

nelayan, sehingga nelayan hanya sebatas memiliki kartu nelayan.Dari segi 

fungsi kartu nelayan memang dapat mengakses bantuan dari pemerintah tetapi 

bantuan kadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran – saran yang 

dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai 

Impelemntasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mandailing Natal melakukan sosialisasi dengan maksimal 

terhadap nelayan agar nelayan mengetahui fungsi dan kegunaan dari 

kartu nelayan. 
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2. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan stakeholder yang 

berada di kecamatan dan desa agar memudahkan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dalam merealisasikan program 

kartu nelayan 

3. Menerima masukan dari nelayan terhadap keluhan yang dialami agar 

program kartu nelayan tepat sasaran dan diberikan kepada yang layak. 

4. Memperhatiakan kebutuhan bantuan yang diperlukan nelayan agar 

bantuan sesuai dengan permintaan nelayan dengan yang diberikan 

pemerinta
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Pedoman Wawancara 

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan  

Kabupaten Mandailing Natal 

Nama    : Masdewina 

Umur    : 50 Tahun 

Jabatan   :Kasi Pemberdayaan Nelayan Kecil 

A. Adanya tindakan program implementasi kartu nelayan 

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program 

kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : tindakan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Mandailing Natal dalam melaksanakan program kartu nelayan dengan melaksanakan 

sosialisasi mengenai kartu nelayan kepada nelayan yang ada di Kabupaten 

Mandailing Natal tentang arti pentingnya kartu nelayan yang menjadi salah satu 

identitas diri bagi nelayan 

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 

mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : mensosialisasikan kartu nelayan kepada nelayan secara menyeluruh  

dengan melakukan sosialisasi kartu nelayan melalui kegiatan sosialisasi kartu nelayan 

perkecamatan, maupun sosialisasi pemberitahuan kepada camat – camat dan kepala 

desa – kepala desa serta sosialisasi melaului penyuluhan langsung kepada nelayan 



3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan pendataan 

terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : dengan cara tidak langsung melakukan pengumpulan data nelayan melalui 

permintaan data nelayan kepada masing – masing kecamatan untuk disampaikan 

kepada kepala desa – kepala desa dan secara langsung dengan melakukan 

pengumpulan data langsung ke lapangan kepada nelayan yang bersangkutan 

4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan di 

Kabupaten Mandailingn Natal ? 

Jawaban : mendistribusikan kartu nelayan yaitu secara tidak langsung dengan 

pendistrbusian kartu nelayan melalui kecamatan – kecamatan dan kepala desa yang 

ada di Kabupaten Mandailing Natal, secara langsung dengan pendistribusian kartu 

nelayan kepada nelayan yang bersangkutan 

B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder 

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan 

program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban :komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 

dalam melaksakan program kartu nelayan dengan melalui sosisalisasi dan penyuluhan 

langsung kepada nelayan yanng ada di wilayah pantai barat Kabupaten Mandailing 

Natal 

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di 

kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing 

Natal ? 



Jawaban :dengan pemberitahuan dan permintaan data di kecamatan untuk 

disampaikan kepada kepala desa – kepala desa yang ada di wilayah pantai barat 

Kabupaten Mandailing Natal 

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas Kelautan dan 

Perikanan, apakah ada keluha dari nelayan terhadap program kartu nelayan ? 

Jawaban :stakeholder kecamatan berharap agar kartu nelayan ini tepat sasaran dalam 

artian diberikan kepada nelayan yang benar – benar memiliki pekerjaan sebagai 

nelayan 

C. Adanya sumberdaya 

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu 

nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban :ketersediaan sarana dan prarsarana dalam mendukung program kartu 

nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal yaitu Dinas 

Keautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal hanya sebagai pengumpul data 

dan penginput data serta pendistribusian kartu nelayan sedangkan untuk fasilitas 

sarana pencetakan kartu ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Utara 

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu 

nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan 

di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal hanya sebatas 

anggaran untuk sosialisasi, pengumpulan data dan pendistribusian saja, sedangkan 

untuk anggaran pengadaan kartu nelayan ini semuanya berada di Kementerian 



Kelautan dan Perikanan RI, hal ini karena program ini merupakan program 

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu 

nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban :fasilitas pendukung untuk melancarkan program kartu nelayan di 

Kabupaten Mandailing Natal alat pencetak kartu nelayan yang ada di Dinas kelautan 

dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara 

4. Bagaimana tanggungjawab pegawai Dinas kelautan dan Perikanan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan di 

Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : tanggungjawab pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten 

Mandailing Natal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan 

program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal yaitu tanggungjawab sebatas 

memfasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam hal pengumpulan data , 

penginputan data dan pendistribusian data 

D. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan 

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakans secara 

maksimal ? 

Jawaban : belum sepenuhnya maksimal karena masih banyak nelayan yang belum 

tahu manfaat yang akan diperoleh dari kartu nelayan itu sendiri 

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan secara 

menyeluruh ? 



Jawaban : pendistribusian kartu nelayan belum didistribusikan secara menyeluruh, hal 

ini karena masih banyak kartu nelayan yang belum dicetak disebabkan alat pencetak 

kartu nelayan ini ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara 

3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses bantuan dari 

pemerintah ? 

Jawaban : akses bantuan pemerintah dengan adanya kartu nelayan sudah bisa di 

manfaatkan oleh nelayan, hal ini karena kartu nelayan merupakan salah satu 

persyaratan untuk menerima bantuan dari pemerintah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara 

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mandailing Natal 

Nama : Sabungan Harahap, S.P 

Umur : 50 Tahun 

Jabatan : Kasi Pendidikan dan Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil 

A. Adanya tindakan implementasi program kartu nelayan 

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan 

program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : pegawai membuat kegiatan sosialisasi fungsi kartu nelayan kepada 

nelayan  

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 

mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten Mandailing 

Natal ? 

Jawaban : memberitahukan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kepada 

camat dan seterusnya camat memberitahukan kepada kepala desa – kepala 

desa  

3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan 

pendataan terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 



Jawaban : pengumpulan data dan identifikasi dengan menghadirkan nelayan 

dan diberikan formulir untuk diisi sesuai dengan ketentuan yang diperlukan 

4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan di 

Kabupaten Mandailingn Natal ? 

Jawaban : Pendistribusian kartu nelayan dilakukan melalui kepala desa dan 

kepada nelayan secara langsung 

B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder 

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : menjalin kerjasama dengan kecamatan dan desa – desa di 

Kabupaten Mandailing Natal 

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di 

kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten 

Mandailing Natal ? 

Jawaban : melalui pemberitahuan kepada kepada kecamatan dan disampaikan 

kepada kepala desa 

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas Kelautan 

dan Perikanan, apakah ada keluhan dari nelayan terhadap program kartu 

nelayan ? 

Jawaban : keluhannya mengenai pendistribusian kartu  yang belum merata 

C. Adanya sumberdaya 

1. Bagaimana ketersediaan prasaran dan sarana dalam mendukung program kartu 

nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ? 



Jawaban : ketersediaan sarana dan prasarana hanya tersedia di Dinas kelautan 

dan perikanan Provinsi Sumatera Utara 

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program 

kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing 

Natal ? 

Jawaban : dukungan anggara hanya untuk sosialisasi, identifikasi dan 

pendistribusian kartu. 

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program 

kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : fasilitas hanya sebatas biaya untuk merealisasikan program kartu 

nelayan 

4. Bagaimana tanggungjawab pegawai Dinas kelautan dan Perikanan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan 

di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawab : tanggungjawab pegawai melaksanakan program kartu nelayan dari 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan 

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakans 

secara maksimal ? 

Jawaban : belum sepenuhnya maksimal 

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan secara 

menyeluruh ? 

Jawaban : pendistribusian kartu nelayan hampir menyeluruh  



3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses bantuan 

dari pemerintah ? 

Jawaban : nelayan sudah bisa mengakses bantuan dari pemerintah dengan 

adanya kartu nelayan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara 

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mandailing Natal 

Nama : Imron Efendi, S.Pt 

Umur : 39 Tahun 

Jabatan : Kasi IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil 

A. Adanya tindakan implementasi program kartu nelayan 

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan 

program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban :menjalankan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan 

sosialisasi kartu nelayan 

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 

mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten Mandailing 

Natal ? 

Jawaban : melibatkan kecamatan dan desa untuk sosialisasi tentang kartu 

nelayan 

3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan 

pendataan terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : megumpulkan data melalui kecamatan dan desa – desa dan nelayan 



4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan di 

Kabupaten Mandailingn Natal ? 

Jawaban : mendisstribusikan melalui kecamatan dan desa dan kepada nelayan 

yg mendapatkan kartu 

B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder 

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban :menjalin koordinasi dengan nelayan dan kecamatan serta desa 

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di 

kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten 

Mandailing Natal ? 

Jawaban : pemberitahuan kepada para camat dan kepala desa  

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas Kelautan 

dan Perikanan, apakah ada keluha dari nelayan terhadap program kartu 

nelayan ? 

Jawaban : agar kartu nelayan diberikan kepada yang layak menerima kartu 

C. Adanya sumberdaya 

1. Bagaimana ketersediaan prasaran dan sarana dalam mendukung program kartu 

nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : sarana dan prasarana berada di Di dinas kelautan dan Perikanan 

Provinsi, disini hanya sebagat mefasilitasi. 

 



2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program 

kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing 

Natal ? 

Jawaban : biaya realisasi program hanya untuk sosialisasi, pendataan dan 

pendistribusian kartu nelayan 

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program 

kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban :fasilitas yang mendukung program kartu nelayan hanya biaya 

program kartu nelayan saja 

4. Bagaimana tanggungjawab pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan 

di Kabupaten Mandailing Natal? 

Jawaban : melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan 

tentang program kartu nelayan 

D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan 

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakan 

secara maksimal ? 

Jawaban :tidak secara maksimal disebabkan nelayan belum tahu fungsi kartu 

nelayan 

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan secara 

menyeluruh ? 

Jawaban : belum merata tetapi sudah banyak yang mendapatkan 



3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses bantuan 

dari pemerintah ? 

Jawaban :sudah bisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara 

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mandailing Natal 

Nama : Rahmadi Anas 

Umur : 42 Tahun 

Pekerjaan : Nelayan 

A. Adanya tindakan implementasi program kartu nelayan 

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan 

program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : mereka melakukan sosialisasi kartu nelayan kepada nelayan 

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 

mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten Mandailing 

Natal ? 

Jawaban : melalui kecamatan dan kepala desa juga kepada nelayan 

3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan 

pendataan terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : meminta bantuan kepada nelayan mengisi formulir kartu nelayan 

4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan di 

Kabupaten Mandailingn Natal ? 



Jawaban : dibagikan kepada nelayan melalui kecamatan dan kepala desa lalu 

kepada nelayan 

B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder 

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa 

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di 

kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten 

Mandailing Natal ? 

Jawaban : mereka memeritahukan kepada kepala desa untuk meminta data 

nelayan 

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas Kelautan 

dan Perikanan, apakah ada keluha dari nelayan terhadap program kartu 

nelayan ? 

Jawaban : keinginan nelayan agar kertu nelayan dibagai merata dan tepat 

C. Adanya sumberdaya 

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program 

kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : setahu saya dari sosialisasi, ini program kementerian 

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program 

kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing 

Natal ? 

Jawaban : dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang memberikan 



3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program 

kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : tidak ada 

4. Bagaimana tanggungjawab pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten 

Mandailing Natal dalam melaksakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan 

program kartu nelayan di kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik menjalankan 

program kartu nelayan  

D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan 

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakans 

secara maksimal ? 

Jawaban : belum maksimal  

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan secara 

menyeluruh ? 

Jawaban :pembagian belum menyeluruh, masih ada nelayan yang belum 

mendapatkan kartu 

3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses bantuan 

dari pemerintah ? 

Jawaban : sudah bisa 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara 

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mandailing Natal 

Nama : Agusman Efendi 

Umur : 45 Tahun 

Pekerjaan : Ketua Koperasi Nelayan 

A. Adanya tindakan implementasi program kartu nelayan 

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan 

program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban :mereka mengadakan sosialisasi kartu nelayan dengan 

mengundang perwakilan nelayan 

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 

mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten 

Mandailing Natal ? 

Jawaban : mereka melakukan sosialisasi melalui kecamatan dan kepala 

desa untuk disampaikan kepada koperasi nelayan 

3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan 

pendataan terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : dengan mengumpulkan nelayan untuk diminta mengisi formulir 

dari nelayan 



4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan 

di Kabupaten Mandailingn Natal ? 

Jawaban : pembagian kartu diberitahukan ke kepala desa lalu disampaikan 

kepada koperasi nelayan 

B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder 

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban :menjalin komunikasi yang baik dengan para camat dan kepala 

desa  

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan 

stakeholder di kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di 

Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : kerjasama untuk meminta data dan sosialisasi mengenai nelayan 

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas 

Kelautan dan Perikanan, apakah ada keluha dari nelayan terhadap program 

kartu nelayan ? 

Jawaban : kami berharap agar kartu nelayan diberikan kepada yang layak 

menerima dan dibagikan dengan merata 

C. Adanya sumberdaya 

1. Bagaimana ketersediaan prasaran dan sarana dalam mendukung program 

kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing 

Natal ? 



Jawaban : untuk sarana tidak berada di Dinas Kelautan dan perikanan 

Mandailing Natal tapi berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sumatera utara 

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program 

kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing 

Natal ? 

Jawaban : Biaya diberikan kementerian kepada Dinas kelautan dan 

Perikanan Mandailing Natal 

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program 

kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : setahu saya hanya biaya menjalankan program kartu nelayan 

4. Bagaimana tanggungjawab pegawai Dinas kelautan dan Perikanan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu 

nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal hanya 

memfasilitasi 

D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan 

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakan 

secara maksimal ? 

Jawaban : tidak sepenuhnya maksimal akibat kurang tahunya fungsi kartu 

nelayan 

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan 

secara menyeluruh ? 



Jawaban : belum merata, masih da nelayan yang belum dapat kartu 

nelayan secara fisik 

3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses 

bantuan dari pemerintah ? 

Jawaban : sudah bisa mendaptkan bantuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara 

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mandailing Natal 

Nama : Azmul 

Umur : 40 Tahun 

Pekerjaan : Nelayan 

A. Adanya tindakan implementasi program kartu nelayan 

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan 

program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : mereka sosialisasi dan penyuluhan di kecamatan dan desa 

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal 

mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh di Kabupaten Mandailing 

Natal ? 

Jawaban : dengan memberitahu kecamatan 

3. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi dan 

pendataan terhadap nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : mereka meminta data melalui nelayan 

4. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan mendistribusikan kartu nelayan di 

Kabupaten Mandailingn Natal ? 

Jawaban : dibagikan melalui kecamatan dan desa dan nelayan  



B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder 

1. Bagaimana komunikasi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : melakukan tugasnya di kecamatan menjumpai nelayan 

2. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di 

kecamatan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kabupaten 

Mandailing Natal ? 

Jawaban : bekerjasama dengan baik meminta kebutuhan program kartu 

nelayan 

3. Bagaimana masukan dari stakeholder di kecamatan terhadap Dinas Kelautan 

dan Perikanan, apakah ada keluha dari nelayan terhadap program kartu 

nelayan ? 

Jawaban : supaya kartu nelayan dijalankan dengan baik 

C. Adanya sumberdaya 

1. Bagaimana ketersediaan prasaran dan sarana dalam mendukung program kartu 

nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : fasilitas berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program 

kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing 

Natal ? 

Jawaban : anggaran diberi oleh kementerian kelautan dan perikanan  

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program 

kartu nelayan di Kabupaten Mandailing Natal ? 



Jawaban : setahu saya tidak ada 

4. Bagaimana tanggungjawabpegawai Dinas kelautan dan Perikanan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan 

di Kabupaten Mandailing Natal ? 

Jawaban : sudah baik dengan menjalankan tugasnya 

D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan 

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu nelayan, apakah sudah digunakan 

secara maksimal ? 

Jawaban : belum digunakan dengan maksimal 

2. Bagaimana pendistribusian kartu nelayan, apakah sudah didistribusikan secara 

menyeluruh ? 

Jawaban : masih ada nelayan yang tidak dapat kartu 

3. Apakah dengan adanya kartu nelayan, nelayan sudah bisa mengakses bantuan 

dari pemerintah ? 

Jawaban : sudah bisa 


















